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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

      Di dalam kehidupan masyarakat mempunyai suatu norma yang berfungsi 

untuk mengatur dan mengontrol atau mengendalikan tingkah laku dari setiap 

anggota masyarakatnya seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan/adat, dan 

hukum. Norma adalah suatu kaidah atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat. 

Norma yang memiliki sanksi yang tegas dan nyata adalah norma hukum, karena 

sanksi bagi yang melanggar norma hukum ini dapat dilihat dalam kehidupan 

sehari-hari.  

      Kant (dalam Kansil, 2010: 31) mengatakan bahwa “hukum ialah keseluruhan 

syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang-orang yang satu dapat 

menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti 

peraturan hukum tentang kemerdekaan”.  

      Hukum di Indonesia terbagi atas hukum pidana dan hukum perdata. Hukum 

pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan 

memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana 

cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan. Misalnya pencurian, 

pemerkosaan, perampokan dan sebagainya. Sedangkan hukum perdata adalah 

hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek 

hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan serta pergaulan kemasyarakatan 

secara umum. Contohnya sengketa tanah, warisan, perjanjian hutang piutang, dan 

sebagainya. 

      Menurut Hamel (dalam Moeljatno, 2008: 8) menyatakan bahwa “Hukum 

pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara 

dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde) yaitu dengan melarang 

apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang 

melanggar larangan-larangan tersebut”. 

      Moeljatno (2008: 9) dalam definisi di atas menjelaskan bahwa “ada dua hal 

yang perlu ditegaskan  yaitu: Pertama, bahwa hukum pidana adalah bagian dari 

keseluruhan hukum yang berdiri sendiri. Dengan demikian, hukum pidana tidak 



bergantung pada bagian-bagian hukum lainnya dan hanya memberi sanksi pada 

perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam bagian-bagian hukum lainnya. Kedua, 

yang penting dalam hukum pidana bukan saja tentang hal memidanasi terdakwa, 

akan tetapi sebelum sampai pada itu, yang lebih utama harus ditetapkan apakah 

terdakwa benar melakukan perbuatan pidana atau tidak. 

      Tindak pidana merupakan suatu sikap, perbuatan atau tingkah laku yang 

dilakukan oleh seseorang yang bertentangan atau melawan hukum yang berlaku. 

Tindak pidana adalah bagian dasar dari suatu kesalahan terhadap seseorang 

dengan melakukan kejahatan. Beragamnya tindak pidana berupa kejahatan 

maupun pelanggaran yang terjadi di Indonesia, berdampak pada pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi kepolisian khususnya yang berkaitan dengan kewenangan 

polisi sebagai penyidik dalam proses di bidang pidana sesuai dengan yang diatur 

dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam 

melaksanakan tugasnya di bidang proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan 

untuk mengambil tindakan lain menurut pertimbangan dan hati nuraninya yang 

tidak bertentangan dengan aturan hukum yang di sebut dengan diskresi kepolisian. 

Dengan adanya diskresi kepolisian ini polisi dapat mengambil keputusan dan 

bertindak menurut penilaiannya sendiri yang tidak bertentangan dengan aturan 

hukum seperti perkara-perkara yang tegolong tindak pidana ringan contohnya 

perkara pencurian ringan Pasal 364 KUHP. Pencurian yang dimaksud Pasal 364 

KUHP sebagaimana diubah dengan Perpu No. 16 Tahun 1960 dan Perpu No. 18 

Tahun 1960 (dalam Hananta, 2017: 21) adalah: 

  “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 

4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, 

apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan 

tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak 

lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), diancam 

karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga 

bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00 (sembilan ratus 

rupiah)”.  

      Pencurian adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum yang 

belaku. Pencurian ini dapat dikenakan Pasal 362 KUHP (dalam Soerodibroto, 

2003: 221) yang menyatakan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, 



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 

dimilki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara 

paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.  

      Dari pernyataan di atas, apabila mengambil hak milik orang lain tanpa 

sepengetahuan pemiliknya merupakan tindak pidana pencurian yang harus dikenai 

sanksi dan hukuman yang tegas bagi pelakunya. 

      Menurut Algra (dalam Salim, 2012: 150) membagi teori tujuan pemidanaan 

menjadi tiga jenis, yaitu:  

1. Teori absolut atau teori pembalasan 

2. Teori relatif atau teori tujuan (doeltheorie) dan 

3. Teori gabungan (gemengdetheoorie) 

      Berdasarkan tiga teori di atas, peneliti menggunakan teori relatif, karena teori 

ini sesuai dengan apa yang akan peneliti teliti yaitu pemidanaan yang lebih 

menekankan pada pemulihan dan bukan pembalasan melalui Restorative Justice. 

Restorative Justice merupakan pemikiran mendasar yang mencakup berbagai 

emosi manusia termasuk penyembuhan, belas kasih, pengampunan, rekonsiliasi 

serta sanksi bila perlu (tidak mesti di penjara). Restorative Justice menawarkan 

proses dimana mereka yang terlibat perilaku tindak pidana atau kriminal baik itu 

korban, pelaku, keluarga yang terlibat atau masyarakat luas, semua di perlukan 

untuk berpeluang dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, sebagai langkah 

bijaksana guna menyelesaikan masalah hukum dan saling berhubungan. 

(http://download.portalgaruda.org). Keadilan restoratif ini dapat dilakukan 

apabila pencurian tersebut dapat dikategorikan  sebagai pencurian ringan dimana 

nominal/harga barangnya tidak lebih Rp. 250, 00 (dua ratus lima puluh rupiah). 

Pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP (dalam Hananta, 2017: 20) 

adalah kualifikasi yang diberikan oleh Undang-Undang (KUHP) terhadap tindak 

pidana pencurian dengan batas kerugian tertentu yang dinilai ringan. 

      Berdasarkan studi pendahuluan dengan wawancara yang saya lakukan di 

Polsek Indralaya dengan Bapak Bripka Hans Brilian Adynata (Kanit Opsnal 

Polsek Indralaya) mengenai kebijakan Polri dalam menyelesaikan tindak pidana 

pencurian ringan melalui Restorative Justice maka pihak kepolisian di polsek 



Indralaya melakukan penyelesaiannya secara kekeluargaan melalui mediasi 

dengan syarat adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk melakukan 

mediasi tersebut. Namun untuk pelaku yang seorang residivis maka 

penyelesaiannya akan tetap di lanjutkan ke pengadilan.  Selanjutnya peneliti juga 

mendapatkan data dari Polsek Indralaya melalui wawancara dengan penyidik di 

bagian reskrim mengenai tindak pidana pencurian ringan yang terjadi dari tahun 

2014-2018, yaitu sebagai berikut: 

Tabel. 1.1 Rekapitulasi jumlah perkara yang di mediasi oleh satreskrim polsek 

Indralaya 

No Tahun  Jumlah perkara pencurian 

ringan 

Keterangan 

1 2014 4 Mediasi (secara kekeluargaan) 

2 2015 5 Mediasi (secara kekeluargaan) 

3 2016 6 Mediasi (secara kekeluargaan) 

4 2017 4 Mediasi (secara kekeluargaan) 

5 2018 7 Mediasi (secara kekeluargaan) 

Sumber: Data Primer diolah peneliti, 2019   

      Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kadek Rudi Sagita (2016) 

“Model Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana 

Ringan di Polresta Yogyakarta” dengan hasil penelitian model pendekatan 

Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polresta 

Yogyakarta yaitu melalui mediasi dengan cara memberikan kesempatan terlebih 

dahulu kepada tersangkanya untuk berinisiatif meminta menggunakan pendekatan 

Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang 

dilakukannya. Tersangka atau keluarga tersangka dipertemukan dengan 

korbannya atau keluarga korban untuk melakukan negosiasi dengan harapan 

supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai melalui 

kekeluargaan. Apabila telah terjadi kesepakatan diantara kedua pihak, maka 

tersangka diminta untuk melaksanakan kesepakatan tersebut dengan membuat 

pernyataan bahwa tersangka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. 

(http//ejournal.uajy.ac.id/10093/1/JURNALHK10867.pdf).  



      Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Rizky 

Ramadhan Baried dalam jurnalnya (2017) yang berjudul “Hubungan penerapan 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 dengan 

keadilan bagi terdakwa (kajian putusan pengadilan mengenai perkara pencurian 

ringan)” yang mengemukakan bahwa tindak pidana pencurian ringan sering kali 

diproses menjadi tindak pidana pencurian biasa. banyaknya perkara pencurian, 

khususnya pencurian ringan sangat tidak tepat jika didakwa dengan menggunakan 

Pasal 362 KUHP. Perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori 

tindak pidana ringan (lichte misdtijven) yang lebih tepat menggunakan pasal 364 

KUHP sebagai dasar surat dakwaan dengan berlandaskan pada Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. (http://ejournal.upnvj.ac.id).                   

       Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa pencurian ringan adalah 

suatu tindakan atau perilaku yang mengambil hak orang lain secara sengaja 

dengan maksud untuk memilikinya dengan cara apapun. Termasuk dalam kriteria 

tindak pidana pencurian ringan apabila nilai obyek/barang curian yang kecil yang 

tidak lebih dari Rp. 2.500.000. Dalam praktiknya kasus pencurian ringan ini 

sering kali diadili dengan menggunakan Pasal 362 KUHP tetapi dengan adanya 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pihak-pihak yang berwenang 

dalam penanganan kasus-kasus tersebut seperti pihak Kepolisian telah 

menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sebagai landasan 

dan pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus pencurian terutama tentang 

kasus pencurian ringan. 

      Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

“Kebijakan Polri dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ringan melalui 

Restorative Justice (Studi kasus Daerah Hukum Kepolisian Sektor Indralaya)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut “bagaimana kebijakan Polri dalam menyelesaikan tindak pidana 

pencurian ringan melalui Restorative Justice (studi kasus daerah hukum 

Kepolisian Sektor Indralaya) ?” 

. 



1.3 Tujuan Penelitian 

      Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Polri dalam menyelesaikan tindak 

pidana pencurian ringan melalui Restorative Justice (studi kasus daerah hukum 

Kepolisian Sektor Indralaya). 

1.4 Manfaat Penelitian 

      Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis ataupun secara praktis, yakni: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

      Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan 

menambah pemahaman mengenai kebijakan Polri dalam menyelesaikan tindak 

pidana pencurian ringan melalui Restorative Justice (studi kasus daerah hukum 

Kepolisian Sektor Indralaya). 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Kepolisian 

      Supaya pihak kepolisian dapat menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana 

pencurian ringan melalui Restorative Justice secara jelas dan tepat. 

1.4.2.2 Bagi Masyarakat 

      Supaya masyarakat lebih mengetahui penanganan dan penyelesaian tindak 

pidana pencurian ringan melalui Restorative Justice yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku. 

1.4.2.3 Bagi Peneliti 

      Diharapkan dalam penelitin ini dapat menambah ilmu serta pengetahuan bagi 

peneliti berupa pengalaman untuk mengetahui penyelesaian kasus-kasus tindak 

pidana pencurian ringan melalui Restorative Justice yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian. 
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